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SISTEM INFORN TENTANG
PEMAI‘?.Sl;lhl\/JI'? NAJEMEN KgprGAWAIAN DI LINGKUNGAN
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DENGA
N RAHMAT TUHAT YANG MAHA ESA

Bup,
et ATl PURWAKARTA
3 ?Jahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat £11)
Andang‘undang Nomor 5 Tahun 2014 ter-ltaig
elP ar".it.ur Sipil Negara, untuk menjamin elipicniy
:lkt“"tas dan akurasi pengambilan kffputusan
Sis?m Manajemen Aparatur Sipil Negara dlperluﬁfg‘
didua. Informasi  Aparatur Sipil Negara ¥
bermg dengan' manajemen kepf:gawalar{uc)i’l?:rgl
manajemertlek?(ologl informasi demi fg?:;’lu;l i
BTl e A oAty B B
@ Wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
'maksud pada huruf a perlu menetapkan Sistem
nformasi Manaj ; ian di Lingkungan
Pen: yemen Kepegawaian di 'g .
%) q Tntah Kabupaten Purwakarta, yang di tetapkan
€ngan Peraturan Bupati.
Mengingat s
ging ¢ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
s Republik Indonesia Tahun 1945;

+ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
P;rnbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
RFPUb].ik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daer.ah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
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2008 ®ntang Informasi dan I'"”i:i'n Tahun zi,llik
“x‘ml)nrun Negara Republik Indones e Repub

OMor 25 Tambahan Lembaran Neg o
n nita Rt fa

a tl()n(sm Nomor 5952); 2008 tent 0
.nd"“g Un(lung Nomor 14 Tahun baran N('H“I

RClerbuk;m" Informasi Publik ((I,(-;‘n Nomor ()..

€publik Indonesia Tahun 200 lik [ndonesiad

Ambahgy, Lembaran Negara Republi

(::imr 4846); 2011 lcnlml;l
ang-Un 2 Tahun anga

Pc"lbcnluk::?ng Pr:?-mzrmrllz Pcm"‘?'“"g'uﬂg 201

(Lembaran Negara Republik Indonesia 1@ Republik
oor 82, Tambahan Lembaran Ncgarah diubah
Indon g, Nomor 5243) sebagaimana telf,un 2019
tengan Undang~Undang Nomor 15 T2 Nomor 12
Te 1N Perubahan Atas Undang-Undang peraturan
pahun 2011 tentang Pembentukan Republik
Iemndang-uxldangan (Lembaran Negara Tambah
Ndonesjy Tahun 2019 Nomor 183,

gara Republik Indonesia tang
Undang'Undang Nomor 5 Tahun 2014 ter

lik
‘I‘\Daratur Sipil Negara (Lembaran Negara Reg:}?an
Ndonesiq Tahun 2014 Nomor 6, Targ494)_
U Mbaran Negara Republik Indonesia Nomor A aI’lg
oang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 _ten blik
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Repu
III;dOnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambsash;;;
seb>aran Negara Republik Indonesia e
de 48aimana telah diubah beberapa kali ter i
cngan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ndonesia Nomor 5679);
£ aturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 t;ntang
anajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indcgmesia ’Ig‘ahunp 2(()17 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atag Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Bentuk Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 20360), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bentuk Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan
Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian;
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Menetapkan

Dalam Peraturap, Bupati jn;

1.
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-
101
11 P n Ne arn anl, o
lll\‘“"un l\"»"”l“ Badan Kt pe u““'ilh I.(.“V"'[H"“”L‘J
; r"h"” 2011 tentang Pedoman
; 3 ‘ ymnor
12, Per base Pegawai Negeri Sipil; ', Negar® No g
Hl}llrllll K('IHIIH Badan I\".p(-’!”\v“l”, l,rluljll”l r“ i
ahup 2011 tentang Pedoman I‘c,'i;;zl ;
askah K. ( i ol .
13. per. th Ke pegawaian Pegawai NCg# Larta Nomor
Aluran paergpy Kabupaten Purwd jan gusunan
P“hun 2016 tentang Pembentukan (:l. (l/‘lnlmmn
. € ¢ akart
Angkat Daergh Kabupaten purwak 016 Nomor

aer‘ah Knbupﬂicn Purwakarta Tahun

K agaimana telah diubah dengarn Jun 202
aerah Kabupaten Purwakarta Nomor paerah
:{Cntang Perubahan Atas Peratura? 6 tentang
Pabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 20 paerah
embentukan dan susunan Perangkd Daerﬂh
aten  purwakarta ~ (Lembaran 1):
“bUpaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN
P
S?S}i‘g\}[JRAN BUPATI PURWAKARTA TEI;%‘I'XI%
DI INFORMAS] MANAJEMEN KEPEGA

. TEN
PURWA}?ER%NGAN PEMERINTAH ~ KABUPA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

yang dim, ;
Daerah Kabupaten, adal Gy e
Peme@ﬁh Daerah a?i};lDaerah Kabupaten Purwakarta.
Pemerintah Daerah yan .BuPaﬁ sebagai unsur penyelenggara
yang menjadij kewenan & Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
Bupati adalah Bupatj Pguan daerah otonom.
Perangkat Daerah yanrwakarta'.
pembanty Bupati & sclanjutnya disingkat PD adalah unsur
Pemerintahan yang menia di DPRD dalam  penyelenggaraan ~urusan
Badan Kepegawaian daila p1 kewenangan dacrah. i
selanjutnya disin gk BKgngembangan Sumber Daya Manusia yang
Pengembangan Sumber o SDM adalah Badan Kepegawaian dan
Aparatur Sipil Negara yang selanue .. Looupaten Purwakarta.
Pegawai Negeri Sipi] dang pse anjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
$anE D5 s s e 78 R
apgi":hmp‘:é’:‘; :F“IECS‘P%I é‘{eglara yang sclanjutnya disingkat Pegawai ASN
Yetis yeng Glan kg::ml 1pil dan PegawaJ‘Pemermtah dengan perjanjian
i Al & t: _oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
e g Suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
ya dan digaji berda§arkan peraturan perundang-undangan.
Manajemen Kepegawaian ~adalah keseluruhan upaya untuk
memngkatka.n efisiensi, efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan
tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian,
kesejahteraan dan pemberhentian.
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
SIMPEG adalah rangkaian informasi, data kepegawaian dan layanan
kepegawaian yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan
terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.
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10. Basis ; intah
Kal latg I\plw c \ l'('lm‘“"“
Kabupatey, N Bawaigy, adaln) lan data ASN _”".nuhl
k“‘“”llhnn "'Wakg ta ah sekumpu ”k untuk ~ me

|15 ang 71 sasikan
11. Dokumey, I)igilm{“nu " v:,x rl A i sasi ) asli K€
: i anisal . A
(‘:nl.nm ben adaly), hasi Ix‘rul‘m]” org ml“l naskah dokume! " dan
valitaspyg ;.0 Oftcop,, ‘anan suatl li, ben!
Shya je) Yang seguni skah asih
12. Rekam . A8 terhpes © B Sesuai dengan nas
cadg Cq, . data
kepegawaj « likast €
Waian Jla g4, : an dupll '
: il . in an
secarg pcriodisun dlsiml)un ah kegiatan melakuk Jilakuks

n o C
13. P(‘mUl'lkhi : dalam media elektronik yane
akhir,
at i
:fsl\]l?gn kead n “e:(;&]ah kegiatan mengoreksi atau ﬂ“'ny(‘Slellklum
un day ; wai : . telah
14. Penyajian g, C'kini, o sebenarnya baik data yang

: e ;
15. gﬁﬁgﬂ‘pa‘an da pi%:a‘an adalah suatu hasil proses penyY SE
untuk ; 2 ASN g ala}, c2Waian berdasarkan permintaan pengg K akses
mandj " emperbaﬁparﬁtur Sipil Negara yang diberikan ! B
16. Veriﬁk;ls?a:: Sister, Inform ; dahl}[ memperbaiki data kepegawald
[ si . =
Pegawaian berdg, “Satan memi?i?cjsez;n fjr;xlferzeeg:ewliztl;a;:escsuaiaﬂ data
e Peraturan kepegawaian yang berlaku

an datd
pnu

sunan dan

n Secafﬂ

BAB 11

M
AKsup, TUJUAN, DAN MANFAAT

P.
Peraturan Bypg i

Pati inj qip,
dan pengelolaan info 2ksud untuk mewujudkan manajemen kepega

Pemerintah n ;irl:: zflf 8aWaian yang lengkap dan akurat di Lingkungan
arta,

waian
Kabupate

Pasal 3
SIMPEG bertujuan untyk -

a. mendukung Mmana;
b.  mewujudkapn basiaiecrin ° ASN yang rasional dan berbasis sistem merit;
tel’integrasi; ta k‘3Pegawaian yang lengkap, akurat, terbaru dan

c :
d.  menyediakan 5 ;ln analisg kepegawaian;
€. pembuatan lapo

Manfaat SIMPEG antara lain -

a. memberikan informasi da i
rlkar ta kepe £
dapat dijadikan bahan analisa ﬁeﬁigg:afng i

b. memberikan pelayanan ke :
dan cepat dilakukan. S o R

BAB III
SIMPEG

Pasal 5

SIMPEG terdiri dari :

a. master data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta;

b. master data sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi data ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

c. data ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas :
1. data personal;
2. kualifikasi,



d.

(1)

)

(1)
(2)

(1)

(2)

3. rekam jej .
Jak ja)
4. knmpomns,-fl atan,
8. kin(‘rjg;
6. infnrmns'
data p(smm:nl “:'Rn\\'ﬂinn lnnmvu G 1 ml"”"”k””
data yang ¢... CBaimana o : angka
kunlihkmi rkaiq iden; ““‘:):_llllmnksu‘(l pada huruf ¢ pakan
informag; m‘::)nR"inun (inn:;(liqllllll\hN'l huruf ¢ angka 2 m
: enaj sud pada -
rekam iejak if z&l(:l:(\lnll;lnk;‘si lw"di(lhknn formal /\SN'i uf © “,,gkx;uiz;
merupg § : Seh t . 1 duc
ASN-p kan Mformgg; “K“lm_nn‘u dimaksud pada rnah did
k ’ Ngenaj Nwayat Jabatan yang P€ "
Ompeteng; . : rmas
yang terk i sebaga'mﬂna di erupakan info
Ltk Tt Qetgay riwaya, L2ksud huruf c angka 4 m
« teknis; ay. Ompetens; :
2. Manajen‘a]
3. sosio ku‘ml‘ak
kinerja sepggp:.’ . asi
yang terkai? g‘:}‘:‘gﬁa dimakgy,g huruf ¢ angka 5, merupakan inform
informag; Prestag;j kerja g . N: 6
i ; an perilaku ASN; ka 6,
merup Bawaj pe f c ang*

s i imaksud huru
ASN. A datg Yang terjy; ty; Sebagaimana dimaks

ribadi
engan informasi yang melekat pada P

Pasal 6
SIMPEG jugq
: e
a. informag; ASI\?; Hliki fityr lain, diantaranya
b. analigig;
C. perencangan.

d. pengelolaan ;
€. layanan kepegaWajan.
Pelaporan, ;
d;?;as:iigba&f&?lnai dimaksyq Pada ayat (1), dapat dikembangkan :S;Jail
St ) . er
perundang. undang:;.gamsam, perkembangan teknologi dan p

BAB 1v
PENGELOLA SIMPEG

Pasal 7

Pfangelolaan SIMPEG dj lingku

ngan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
dilaksanakan olep BKPSDM ¥

b. Administrator PD;

C. Administrator Bidang pada BKPSDM; dan
d. Administrator BKPSDM.

Pasal 8

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruttl_z
merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memi tll.lk
kewajiban melengkapi data personal setiap ASN pada SIMPEGdutr; o
mempermudah tugas Administrator PD dalam pemutakhiran da
asing-masing PD dan/atau unit kerja.

:\ndmingist.rator %’D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b:
merupakan ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SIMPEG pada masing
masing PD.
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Admmisnm.,. 3id | dalam pasal
. a
/ ayat 2) h“l’ll ' ng Pady BKpa gLl

k 18ing
ide 8D ‘bagaimana dima g i
A Pada “'\'"(\"l)lum""k“" ;»«-?fptll(,‘l‘-l."éllMl'lcu pada masirt 2)
dminiggpy, \ . selola ¢ I
huruf d, m:rrlllikhsl) Sehagai | dalam pasal 7 “":’;‘.wln
SIMPEG, Pakap, X‘RnwuikI;;"]I"Tluh;l""“ksul(lunjuk selaku Pe
APSDM yang di y
BAB v
T D -
UGas PENGELOLA SIMPEG
Pasal 9
Penggung
Sebagy; ruf @
Zenuglask; SiaRng dimaksyqg dalam Pasal 7 ayat (2) e
- Imelg kan s
3 . ..o1 masing
b R ASN; data kepegawaian dan dokumen digital
- el 2

an

ak'l.l an h
Pem takh; . ruba

Ad dfat't‘l kepegawajaﬁk 'fan data kepegawaian apabila ada P¢

Ministrate,. 5 b
bertugas ; "0 *Pagaimana dimaysug dalam Pasal 7 ayat (2) huraf &
a. rnelakukan verifij
b. melaky pe

SIMPEG, S
C. mel

B ‘_’alidaSi,dan sinkronisasi data kepcgawaianr;asi e
AMpingan Pegawai dalam rangka pengope

akukan pe .
m
d. melakykay, i cliharaay, data secara terus menerus; dan

. 3 PD
Ad Masing-maging cadangan data kepegawaian di lingkungan
mmistrator Bid
2 3L 2) hurug , b F e BKPSDM sehagaimana dimalcsud dalam Pasal
a. melakukap, gas : . ai
tupoksi maqp. - Sol8an dan Penyajian informasi kepegawaian sesu
b. melaluica, ‘&g&na&{lg bidang pada BKPSDM; e e
masing bidang, 3Sl layanan kepegawaian sesuai tupoksi masing
Administrator B .
huruf d, bertugalsﬂ::’SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
a. mel i
s lakukan per}gelolaan dan Penyajian informasi kepegawaian;
c' € ali(kutakin verifikasi datg kepegawaian:
- pem ir (entri dan un : P ta tertentu yang
Ay rahasia; ggah dokumen digital) da
d. melakukan monitoring dan evaluasi ke PD; dan
e. melakl..lkan rekam (cadangan data) kepegawaian di lingkungan
Pemerintah Kabupate

n.
BAB VI
LAYANAN KEPEGAWAIAN
Pasal 10

pat layanan kepegawaian antara lain :
Usulan kenaikan pangkat;

Usulan kenaikan gaji berkala;
Usulan pensiun;

Usulan ijin belajar;

Pembuatan kartu pegawai;
Pembuatan kartu istri/kartu suami;
Absensi terhubung;

Usulan cuti;

e-learning;

MRS A0 TP
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(2)
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(4)
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(2)

(1)
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(1)

(2)

1. SKp.
k. fnrm:\si 3 da
1 layan eay
ayanay, s
5 & ~gawain e
i v Vu:( sulm P(‘I‘kl'l"l)“"u“" kebutuhan kepe i;i':-nvninn haru
- knpi d‘im;f ngip Mengusulkan layanan kepeg
Dalam | . ‘

itentukan idak

iad dl“n col\x‘R“WHlnn (lllll [)(‘FSV"“'“‘“ vang (ll“;:l (l\"“l 2). ll(’ll

an Bawaigy Sebagaimana dimaksud P“(il -
. “PCRawajgy o e o

8e ertunda/tida

dan dokup, bu'gum, ' \

anl
ta p('gHW
e \aksud pada ayat (2), berupa dl[;n‘)’u, dapat
S un g dengan naskah dokumen as ]
Keporeian S'cba‘ggg;irnpada SIMPEG, itctapkan denéan
eputusan epala é‘na dlmaksud pada ayat (2), dite . perutuf*‘
pemndang‘undangan M Sesuai dengan ketentud
e BAB v
N]NGBI;ATAN MPETENS], REKONSILIASI,
ONiTo G, DAN EVALUASI
D Pasal 11
a-lanl ran ; b
Pemahamyy, se(?;izlgegkl?alﬂ‘all kompetensi mengenai SIMPEG dilaku
Pemaham . CTkala,
AdmhistrZ?o:?agaxmana dimaksyq pada ayat (1), dilaksax}a}can ot
kepada p kepada Administrator PD dan Administra
“Ngguna Ag
- . Pa 12 . .
i l inistrato
i (enam) bilt;?lt_or Bidang pada BkPSDM dengan Adminis

Onitoring dan Evaluasi g y el dan
inj dilakukan oleh Administrator B
Admmlstrator PD terh : Hilniatigls
Pemutakhiran gaq,  202P Perkembangan data User ASN dalam ran

BAB 111
INFORMASI DAN DATA KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Informasi dan pata Kepegawaian terdirj darj -
data riwayat hidup;
riwayat pendidikan form
riwayat jabatan dan kepangkatan;
riwayat penghar gaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
riwayat pengalaman berorganisasi;
riwayat gaji;
riwayat pendidikan dan pelatihan;
. daftar penilaian prestasi kerja;
surat keputusan; dan

etensi.
fn olfr)nnallls)i dan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digunakan dalam pelayanan, analisa dan pengambilan keputusan terkait
dengan manajemen kepegawaian.

al dan non formal;

TTTPEFR ™0 00 oe




J
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(1)
()

(1)
(2)
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MEKAN .. BAB IX
NISME PELAKSANAAN SIMPEQ

o Pasal
Admmlslralor “

kebuty] BKpg|y
Pe[aksa::;:‘grgﬂnisasi di a:_‘Clﬂkuknn pemutakhiran
N - C ’ Ing- as|

Bnda blMpEGpdirl':‘l(tlkhlran dmgar:'c]:ungiipn?;na dimaksud pada aya! (1)
S . ” C s

bes;rA?N S€carg Mandjp “Ngan melibatkan Administrator PD. !

Data sepy "% akurat g o Ngisi data pada SIMPEG dengan data

Balmang, apat diperta jawabkan.

csilMPEG dilaky, an(\i;lm'a Sud pada :;at (g)gg;:ngg]asudah terhimpun P ada

LA yang vajig " Verifikasi oleh Administrator PD untuk menghasilka™

data sesual

yang

an kemssbagaiirmana dimaksud pada ayat (4), mc:js?rglz
Hasil pe Y lnig kerja. an data kepegawaian ASN di masing-m

Sebagaimana dimaksud pada ayat (),
ator BKPSDM.

SARANA 1y BAB X
A
N PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 15
Dalam pejakg
! ana;
rsnenun_]ang operasairtl)nillwél;ﬁggrgemerlukan sarana dan prasarana yang
arana dan Prasar. p h
Sistem jaringap kofnnF?uf cbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

perangkat lunay dan tekgr’ ja}'ingan internet, server, perangkat keras,

Penyediaan qqap o ologi terkait yang dapat mendukung SIMPEG.
dimaksud pada a?ain e2llharaan Sarana dan prasarana sebagaimana
BKPSDM. (@), merupakan wewenang dan tanggung jawab
BAB X1
PENGEMBANGAN
Pasal 16
Pengembangan simp

sud pada ayat (1), bertujuan untuk
men kepegawaian dalam rangka
dan informasi kepegawaian.

BAB XII
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 17

Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing- masing ASN
diperlukan keamanan informasi.

Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengelola SIMPEG:

a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi;
b. melaksanakan manajemen resiko.




(3) Pelaksang,

nl (2)
an Mma ”“lll ay
huruf . ANajemen sud |
B ‘{ b, '"‘"'I)uu; N resiko sebagnimann dimak

. pe nnngmm] Dermi
P""Rgllnu; mint
Ix‘ngt‘lol.mn ;

«;. ;*lﬂ"dl"‘isusi logi informasi:
a. r(‘knn1 o la center-

e. inr()nn‘)isiﬂ(;nngun dﬂtu SCCHI’&‘] bcrk[lln‘ 1 ]in
dari ¢ CDCguwmun t . e ada pihak !
das alam Upun |, idak boleh diberikan kep tanpe

a
n atﬂsan a au ve ar |
pengclola SlMP ng bCl‘

Pihak laj, -0 tidak g

scs
ulang ak

¢ ; . auan
s 44N, penarikan dan penini

\Set tekng
areg du

paik
, izin
: en
ingkungan pemerintah kabupa!
Sangkutan; dan sandi kepada
iperkenankan memberikan kata s¢

BAB X111
PEMBIAYAAN

Segala biaya y

ang qj Pasal 18 i
Anggaran P‘f“datpatanpc(iear;lJ l;? dalam pelaksanaan SIMPEG dibebankan
an

Ja Daerah Kabupaten Purwakarta.

pada

BAB Xx1v
KETENTUAN PENUTUP

Peratur Siai, X

setia
G geﬁl;ig ;nengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pehempatanny, dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Agar
Bupa

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 Aguaeus 2021

/‘ BUPATI PURWAKARTA?,

NE RATNA MUSTIKA /@,.

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 L\gu&ur 201

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 202 NOMOR 18y




